
PERATURAN REKTOR TNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 2362lPER,R/UP/r/I/2018

TENTANG
UPAYA MEMBANGUN KAMPUS TJNIVERSITAS PANCASILA

YANG BDBAS DARI RADIKALISME, TERORISMEI
INTOLERANSI, DAN UJARAN KEBENCIAN

Menimbsngr
a bahwa kampus sebagai sarana untuk kegiatan akademik dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, pada hakikatnya harus bebas dari berbagai
altivitas yang tidak sesuai dengan tridhanna peJguruan linggi;

b. balrva sehubungan dengan konsiderals sebagaimana tercantum daiam huruf a di
atas, maka karnpus harus bebas dari radikalisne, terorismq intolerarsi, dan uiaiin
kebencian;

c. bahwa agar karnpus tidak digunakan dar/atau dimanfaatkan urtuli penyebaran
dar/atau altivitas radikatismg terorismq intoleraisi- dan ujalan kebencian, perlu
ditetapkan Peraturan tentang upaya membangur kampus Universitas Pa-ncasila
ysrig bebas dari radikalisme, terorisme, intoleransi, dan ujaran kebarcian.

Frengingatr
I Undarg llndang Nomor I talun 1946 tenlang Kitab Unda[g Undang Hukum

Pidanq
2. Undarg Undang Nomor 20 tahun 2003 lentang Sistern Pendidikan Nasioml;
3 Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 tenlang Pemberalrlasajr Tinriak Pidana

Teroiisme beserta peraturan perundang-undangan perubahannya;
4. Undang U[dang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undaag Undang Nomor I I tahun 2008 tenlang Info.masi dan Trarsaksi Eleltoflik:
6. Undang Undalg Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras d.Ln

Etiis;
7. Peratujan Pemeiinl?i Nomor Peraturan Pemerinlah Nomor 4 tahun 2014 tenrang

PeDl-elenggaraan iendidikan Tinggi dan Pgngelolaa.n Perguruaa Tinggi:
8. Surat Edaro, yrepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/05r#201i tenlrig

IJjaran Kehencian;
9. Pcraturan Yayasan .oerdiCikan da.n Pembina Universitas Panca5ila ttomor

OT?NPPIJP I W NM2Al5 lentang Statuta Universitas Pancasila.

RIKTOR UN-IvERS ITAS PA|"CASII-A



MGmperhatikan:
Arahan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembna U iversitas Parcasiia targgal 14
Mei 20i8

Mf,MUTUSKAN:

Nte etapkan: Peraturan tentang Upaya Mdmbangun Kampus Universitas pancasila

Yang Bebas Dari Radika.lismc, Terorisme. Intoleransi, dan Ujalan
Kebencian

Pasal 1

Ketenfuan.Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksudlcan dengan:
L Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
2. Universitas adalah Urfversitas Pancasila yang didirikan pada tanggal ?8 Okober

1966
3. ReLlor adalah Pimpinan Universitas Pancasila
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkunga.n Universitas Pancasila
5. Direltur adalah Pimpina[ Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.

. 6. Siviras Akademika adalah doserL tenaga kependidikan dan mahasiswa
7. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan+embaruan

sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan
8 Terodsme adalal lindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan.peradaban yang

menimbulkan arcaman serius terhadap kedaulatan negara, balaya terhadap
kea&anaq perdarnaian dunia serta merugikan kesejahteraan malyarataf.

CY lntoler.a\sl adalah suatu sikap yang tidak menghormati dadatau tidak menghargai
antar kelompok dadalau anrar individu dalam masyankar d.i belbagai aspek
kehidupan

10. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisaq ataupun pertunjulian yalg
dilarang kareno dapat memicu teiadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka
dari pihak pelaku pemyataan ataupun korbal dari tindakan tersebut.

11. SARA adalah berbagai pandangan da, lindakan yang berdasarkan pada sentimen
negatif terhadap identitas yang menyangkut keturunart a8ama kebangsaan atau
kesukuan dan golongan.

Pasal 2
Iltflksud d,r Tujua[

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan:
I Melarang seluruh allivitas ,yang berkaitan dengan radikalisme. teronsme,

intoleransi dar,/atau ujaran kebcacian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika
Uni\ersitas Pancasila ataupm pihak lainnva di lingkungan kampus daJy'atau
dilal:ukan di luar ka.rnpus dengai membawa nama Uniyersitas Pancasila.

2. Mendetetsi secara dini penyebaran radikalisme, terorismq intoleransi dai/atau
ujaran kebencian di lingkugan kampus.

3. Melal(ukan sosialisasi kepada seluruh Sivitas Akademika Universites Pancasila
mengenai radikalisme, terodsme, inloleransi darl/alau ujaran kebencian.



Pasal3
Ruang Lingkup

Ruang lin8kup alilivilas yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, iiloleralsr dan
ujaran kebencian yang te ararg untuk dital:ukan oieh Sivitas Akademil,a Unilersitas
Pancasila adalah dalam linglugan kampus Universitas Pancasila dengar tidak metutup
kemungkina[ larangar beraktivitas di luar kamflrs Unive$itas Pancasila.

Pasal 4
Radikalisme

(1) Sivilas Akademika Univergitas Palcasila dilarang menyebarkan dar/atau menganut
dar/alau menaharni dar/alau melakukan akivitas yang bertentangan dengan nilai-
nilai Pancasil4 nonna agzun4 no.ma hukum dan budaya bangsa Indorcsia yarg
mengarah pada radikalisme di lingkmgan kampus Unive$itas Pancasila

(2) Bentut penyebaran dan/a1au pemahaman dan/atau aLtivitas yang berkaitan dengan
radikalisme yang dilarang adalah:
a. Menyebarkan dan/atau memaharni radikalisme melalui pemikiran
b. Menmjukkan radikalismo melaiui perilaku
c. Mewujudkan radikalisme melalui tindattul

Pas.l5
Terorisme

(1) Sivitas Akademika Universitas Pancasila dilarang melakukan altivilas yang mengarah
pada kegiatan da.lam bentuk teror yang berpoteisi menimbulkan ancanan dar/atau
gangguan da.r/atau ketakutan di lingkungan karnpus Universilas Pancasila

(2) Bentuk leror di lingkungan kampus Universitas Pancasila yang dilaradg adalah:
a. Memaksakan kehendak kepada pihak lain melalui kekerasan
b. Menalat-nakuti pihak lain dengan ancaman kekerasan
c. M€lakul(a! aksi kekerasan yang bersifal anarl'his dan menimbulkan kerugian bagi

pihak lain

Pasal 6
Intoleransi

(1) Sivitas Akademika Uruvercitas Pancasila dila.ang melakukan akivitas bark seca.a
vcrbal maupun melalui lulisan hal-ha.l yang dapat merLimbulkan dar/atau
menyebabkan tedadinya intolerarBi di lingkungan kampus Universitas Pancasila

(2) Benluk akivitas yang berpotersi menimbulkan dan/atau menyebabkan intolerrnsi
yang dilarang di lingkungan kampus Universilas Pancasila adala.h

a. Memprovokasi adanya perbedaan penuluman ajaran agama secara tektual
b. Melaliulian upaya paksa yang dilakukan oleh kalangan ma!,oritas
c. Menggunakan atribut secara berlebftan
d. Memprovokasi adanya perbedaan adat istiadavbudaya



Pasal 7
Ujairan Kebencian

(l) Sivitas Akadbnxka Universitas Pancasila dilarang menyampaikan &i/atau
menyebarkan berita berisi ujaran kebeDcian pe.ihal SARA di ljngltungan kampus
Universilas Pancasila

(2) Bentuk allivitas ujaran kebencian yang dilarang di lingkungan kampus Uiiversrtas
Pancasila edalah'
a. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang

bermualan ujaran kebencian teihadap Pancasil4 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal IkA NKRI, Pemeintah,
Lambang Negara, Yayasa.n Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila serta
Universitas Pancasila

b. Menyampaikan pen(lapat baik lisan rnaupun tertulis melalui medio sosial yang
mengaldung ujaran kebencian tgrhadap salal satu suku, aganr4 ras dan
antargolongan

c. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian pada hfif, a juncto
huuf b di atas, melalui media sosial (share, broaclast, upload, retwcet, d?l.,l,l.au
repost ihslragram)

d. Mengadakan kegiatan yang menganh kepada perbuatan menghina" menghasut,
memprovokasi daJr/atau membenci Paocasil4 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka N(RI, Pemerinra\
Lambaag Negara, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila serta
Uriversitas Parcasila

e. Mengikuti dar/atau menghadiri kegiata, yang mengarah kenada perbuatan
menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Prncasila, Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ik4 NKRI,
Pemerintah, .Lambang Negara, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas
Pancasila serta Universitas Pancasila

f. Menanggapi dadatau mendukung sebagai tanda setuiu pendapat sebagaimuo
tercantum pada huruf a Juncto hwnf b di atas denga, memberikan likes, dislike,
love, reiteet, da ntau comment di media sos;^l

pasal 8
tlpaya Mencegah RadikllisDrc, Tct ot isme, hltolelansi

Dan Ujaran Kebencian

Upaya untul mencegah radikalismg terorisme, intoleransi daddau ujaran kebencian
secara terstruktu-r, sistematis dan masifadalah sebagai berikut:
l. Memahami, menghayati, mengimplementasika.n nilai-nilai luhur Pancasila dalam

kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat dan kampus
2. Mendayagunakan secara maksimal Pusat Studi Pancasila melalui berbagar aki\rlas

yang bersifat aliadernik dan konstrulhf sena berk€sinambungan
3- Secara berkala melaliukan evaluasi terhadap kruikulum pada setiap Progran Studi ],ang

secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan radika.lisme, teronsme,
inLolerarsr dan atau ujaran kebencran

4. Menyanng dan bersikap kitis terhadap berbagai informasi yang diperoleh
5. Akif mensosialisasikan tentang bahaya dan risiko aliibat radikalisme, lerorisme,

intoieransi dar/alau ujaran kebencian



6. Vlelaporkan kepada pimpi ar, Uriversitas,/Fakullas/Sekclah Pr:rril!arj,tnaiPrcg.$ Studi
qrabila melihal dan/atau mendengar dajralau meilgelirhLii ad.iry6 aiiti.ritits yang
nengaral pada radikalismc, terc.isme. intoleransi dai,/atau ujiran liebeirrian

7. Kegiatan dar/atau aktiutas pencegalEn lainnl,a yang bersilat p.evedif dadatau
persuasif yarg terstruktur. sistematis daD masilsecara efekif dan efi sien

Pasal9
Sanksi Hukum

(l) Bagi Sivilas Akademika baik rioserl tenaga kepeodidikan atau mahasiswa yarlg patut

diduga dengan sadar dao/atau dengan sengaja melibatkax diri baik secara lajtgsung
malpun trdak langsung dalam aktivitas Edikalisme, terorisme, in19]99nsi dadatau
ujaran kebenciarl diberikan saiksi berupa hukuman pokok dengan ketentuan sebagai

beriL-ut:
a" Dengan sadar darvatau dengan sengaja melibatkar diri secara langsung

diberheltikan tidak hormal dari statusnya sebagai dosen, tenaga kepeididikan atau
mahasiswa

b. Dengan sadar dalratau dengan sengaja melibatkan diri secara tidat langung
diskors selama I (salu) tahun

c. Tidak dengan sadar dan/alau tidak dengan sengaja melibatkan diri baik secara

langsung maupuD tidak langsung diskon selama 6 (eoarn) bulan.

(2) Kepada Sivitas Akaderika yang dijatuhi hukuman pokok sebagaimana ketentuan
Pasal 9 ayat (l ) hunf b juncto httrol c, dapdt diberikan hukuman tarnbalan bempar
a. Bagi dosen dan/atou tenaga kependidikan: penundaan keraikan gaji berkala alau

penundaan kenarkan pangkat atau penurunan pangkat 1 (satu) tingkat atau demosi
(pencopotan jabatan struldural ataujabalan tuSas tambahan) atau dimutasi

b. Bagi mahasisNa: selarna skorsing telap berkewajiba. membayar biaya perkuliahan
atau masa skorsiog tetap dihrtung sebagai rnasa studi

(3) Pemberian sar $i sebagaimana tercantum d darfl ayat (l)iltkcto ayat (2), diatur dengan
ketentuall sebagai berikul:
a" Hullrman pokok diberikan berdasa.rkan Keputusan Relcor untuk sanksi

sebagaimaru lercanlum dalam kelentuan ayal (l) hu f a junclo h ruf b J hclo
hurufc kepade dosen atau tenaga kgpendidikan

b. Hul:uman pokok diberikan berdasaJkan Keputusan Rektor untuk sanksi
sebagaimana tercanhrm dalam ketentuan ayat (l) huruf b /rrcto ayat (2) huruf b
kepada mahasiswa

c. Hukuman tambahan dibenkan berdasarkan Keputusan Rekoi rntuk sanksi
sebagaimara tercantum dalam ayat (2) hurul a kepada dosen atau tenaga
kependidikan

d. Hullrman pokok dan hukrman tarnbahan dibedkan berdasarkan Kepulusan
Dekar/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk sanksi sebagaimana tercantum dalam
ketentuan ayat ( I ) huruf c.itolcto ayal (2\ h$tf b kepada mahasis$a

(4) Da.lam pengambilan keputusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (3),
Rgktor atau DekavDirektur S€kolah Pascasarjana denga.n perlimbargan tertenlu dapal
mengambil keputustul vang berbeda sepanjang memenuhi asas E, Aequo el Bono
sebagai penfitm tltb s t Lla i t.



ij) li.jp,uusall peorie!aI sar\si scbag rinr.i.a l ce.,tl,.tm J.jrli, r:ilair,llili., at,it (:lj
.irtai !iitiiarl:
a ll€klor salelah nrencrima usuitm Dekaq/I)ireklur Sekokil Palcasi.jarla u iuk dosen-

ienxga iiependrdik?.n ,mit kerla |ekulla-slsekolah Pasa;rariard stflu nrCrlsisr\3
F r-\ul tir-siS ekolah Pascasarj ana

Lr Rellor setelah meneima rekomendaJi Tinl Ad Hoc tiogk.rt Urire6ir,s \,ang

ihirsus dibcrrluk unluk meldiukan klar ikasi diur pemerik:aiur iiepada dosen deu
tera3a Lependidikan lang ditempaikan di unit ke{a Reklorat

c ilek:.,u/Direki r Sekolah l'ascasarjena selelah menei a rekoneridrsl f in'. Ad lioc
tirigkal Fakullas,/Sekoiah Pascasarlana vang khusus dibentuk untul: melakukan
liaLrillkrsi dan pemeriks.lan kepede dosen atau tenaga kependidikan y_ang

dilenp:rlkan di urrit kerja Fakultas/Sekolah P&sacsadana serla mrhasi!\i.,
i alultLs,'.qekolei Pasacsarima

(6) Ia-epuiusan sebagoim3na tercantum d.Jam ayat (5) huruf a/r;rcto hr:ruf bTmctc h-rruf
c ditetapkan :ietelah memperoleh perselujuan Ketua Pembina/Pengurus Yavasar

(7) Tlnr -{d Iioc hrgkat Unirersitas/l'akullas/Sekolah Pascasarjana dibenluk berdrsrrl0n
Kepurusiii Rellor/[)elan/D]reklur Sekolah Pascasariana sesuai kebuluhan dan unir
keije den-ran susuan kezxlggoinan sebagai berikut:
o h-elua
b Sekrete, is

c Anggola (maksiinal 5 oriurg)

(8) Trri Ad Iloc Tingkat L,niversitas,'l'akull.s/Selolah Pascasarjano dibentuk dengan
tugas poliok d.ln ldngsi:
r \'lcngumpulkan dan/atau mcngidcnlifik.si darratau mclakukan {errhkasr bukr

an., b,aik alat i-.ukti maupurl barang bukti
b luenentukan- menr.Lrggil dur merneril,sa prhak-pihak ,\ ang palrt diduga melal-ukan

aleLr nrengelahui alau melaporkan akLivil4s .vang berk.uLin dengar radrkalisl]le,
terorisme. inloieransr dan Lrjaran kebencian baik sebagai saksi maupun sebagai
terduga

c N{clakukan rl.srchcc} alat bukti dan baralg buhi dengan keterangan saksi r13u

terduga
d Nlcmbuat kesimplrla! berd0sarkan ala! bukli. barang bukti dal falla dalanl

pcmclrksaan saksi alau terduea
e Nlembuat rekonrendasr berdasarkan kesimpulm

(1)) Lnluk kepentingan ins1i1usl serla berdasarkm pe[imbargan khusus,
RekturtDe(adDircktur Sekolah Pasc;uarjara berNenang memberikan sanksi hukuman
pokok dur hukunur tanrbrhan secera l rgsrng dengan mensabeikan keieniuao ayat
(i) hurul b rrl?cral huml c

(10) Kelenluan sebagainlana Lercantum dalan atal (9) berlallr setelah
Reltor/Dektu/Direktu. Sekolah Pascasarj;ura melakukur rapat lerbatas dengan

IrnlFrnen Llniversitas/Fakultes/Sekolah Pascasarjana Iainnya dan hasii keputusan rapet
terbata: dikonsultasikan kepada Pcmbin.r'Pcngurus Yalasan

(11)Si\ltas Akadcnika lang dijaluhi sanksi bcnipa hukxrlar pokok dan hul'umal
tanlbal1an sebagarmana tercantum ddam keten[ran ayat (1) /x/].1o ayal (2)juga d8pel



Ciproses sL rrra pidzua sesllei peraturan pertndail]l-Llndetgan- iltng 'Derial:u denSan

melaporkar Sivitas Akademika ya g bersangkutan ke piiiak Lep.lisra!.

(12)Bagi Srlitas Aliademrka 1'ang dilangkap oleh aparat keamiman oleh karena terlibal
radikalisme- terorisme. inloleralrsi dan ujaran kebencjan dl luar kampus Uni|ersil3s
Pancasilc, nalia Silitas Akademil<a yang bersangkutan akan larlgs:rng diberhentikan

tidali dengan honnat darl siatusnya seb€ai dosefl. tenaga keperdidika.i atsri scbagai

ahasisrra selelah pihak kepolisian menelapka.n lang bersangkutan sebagai tersangka.

Pasal l0
Sosinlisasi

(3) Sosialisasi sebagaimana ketennran ayat (l) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan selelah peraluran ini berlaler efeklif

Pasal l1
Penerapan Asas Lex Specirlis Dcrogate Lex Gereralis

(l) Peraturarl ini bersifat Zei. Specialis Dtbgatc Let Generalis dan digunakan secara
khusus unluk penlelesaial kasus yang berkaitan dengan radikalisme. lerorisme,
inloleransi drn u.jar.n kebencia.n ternusuk pemberian sanlsi hukum dan pembentukarl

Ti Ad FIoc Tingkat UniversitatFakultas/Sekolah Pascasarjana

(2) Peraturan iainnya I'aag berkaitan menrpalan peratura, J,ang bersifat subsider/lebih
subsider dan dapat diterapkan lnluk nielengkapi dan/atau menguatkan kesimpulan
serta rekomendasj Trm Ad Hoc Tingkat Uni\'ersitas/Faluhas/Sekolah Pascasarjara

(l) Sosialisasi perafura.n ini dilakukan dengan ketentuan sebagai beriL:u1:

a. Unit kerja Rekorat oleh Wa.l(il Rektor II, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro
Hulun/Keiasama

b. Unit kerja Fakultas (D3lSlDrofesi/Magister/Dokor)i
1) Untuk dosen dan tenaga kependidikan oleh Dekan, Wakil Dekan I dan Wakil

Dekai II
2) Untuk nuhasisiva oleh Dekan, Walil Dekan I dan Walil Dekan III

c. Unit keda Sekolah Pascasarjana (S2lS3):
l) Untuk dosen dan tenaga kependidikan oleh Direktur SPS, Asislen Direktul II

dan Ketua Program Magister/Dokto r
2) Untuk mahasiswa oleh Direktur SPS, Asisten Direktur I dan Ketua pro8ram

Magister,/Dolitor

(2) Sosialisasi bagi malEsiswa baru dilalisanakan oleh Wakil Rektor III, Kepala Bito
Kemahasisrvaan, dan Wakil Dekan III Faloltas dalarn setiap kegiatan Pengenalan
Kehidupan Kampus



Pas.l l2
Kelenturo Pen[ltui,

P€raturan ini berl&ku sejak tanggal ditelapkan den8an ketentuan, bahwa apabila di
kemudian hari temyata terdapal k€kumngan dan/atau kekelirua{ dalan pentuiar.ioi maka -

atar dilakuka[r penyuuaian sebagainuna mestiiya.

Jakana
25 Juni 2018

Apt

Salinar peraJuran ini
disampaikan kepada,'th:

l. Ketua Pembina YPP-[ lP
2. Ketua Pengawas LPP-UP
3. Ketua Pengurus YPP-UP
4. Para Waldl Rektor
5. Pam Dekan dan Direktur SPS
6. PaJa Ketua,{(epala Lembaga
7. Para Kepala Biro
8. Kepala SPI
9. Para Wakil Dekar/AsDir SPS
10. Para Ketua Progarn Studi
I l. Para Kepala Bagian Rektorat
12. Para Kepala Bagian Fa-kullas/SPs
13. Pertinggal

Ditetapkan di
Pada tanggai


